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Abstract 

 

Based on the Tanjungpinang Mayor Regulation Number 40 of 2016 concerning the description of 

the Main Duties and Functions of the Organization and Work Procedure of the Tanjungpinang City 

Investment and One-Stop Integrated Service (DPMPTSP),simplification, and certainty. The purpose 

of this study is to determine Organizational Capacity Development in Digital-Based Services at the 

Tanjungpinang City DPMPTSP Office. The theory used in this research is the theory of Capacity 

Building, Riyadi 2006:16),Data analysis techniques by reducing data, presenting data, and drawing 

conclusions. The results show that (1) the individual level/human resources are still limited and 

inadequate, especially in DPMPTSP there is still a shortage of employees according to the IT field 

(2) the organizational level is an embodiment that shows the relationship between functions in an 

organization as well as the authority and responsibility each member of the organization who 

carries out their respective duties (3) at the System level is a strengthening and regulation of the 

government's work program related to the regulation of the work program planning mechanism at 

the Tanjungpinang City DPMPTSP Office. In developing the capacity at the Tanjungpinang City 

DPMPTSP Office, it can be shown that the Tanjungpinang City DPMPTSP Office employees have 

intellectual competence and are better at working enthusiastically, setting performance. This type of 

research is descriptive qualitative, where the author tries to describe the condition of the object of a 

social phenomenon that is encountered as it is in the field. 
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I. Pendahuluan 

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2016 tentang uraian Tugas 

Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Tanjungpinang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 

tugas pokok membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi,integrasi,sinkronisasi,simplifikasi,keamanan dan 

kepastian. Pada tahun 2019, DPMPTSP menerima kembali pendelegasian kewenangan perizinan, 

yaitu berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Tanjungpinang. 
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Berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2019, DPMPTSP saat ini sudah menerima pelimpahan 

perizinan sebanyak 124 perizinan, pada awal tahun 2009 BP2T menerima pelimpahan perizinan 

sejumlah 17 perizinan, kemudian berdasarkan Perwako Nomor 7 tahun 2017 bertambah menjadi 32 

perizinan. Pada tanggal 16 Mei 2018 DPMPTSP menerima lagi pelimpahan kewenangan menjadi 

89 perizinan dengan perwako nomor 26 tahun 2018 dan di tahun 2019 DPMPTSP kembali 

menerima pelimpahan kewenangan perizinan menjadi 124 perizinan. Dari 124 perizinan tersebut, 

yang dikenai Retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk izin yang lain tidak dikenai 

biaya (berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah). Dalam penyelenggaraan perizinan DPMPTSP sudah melaksanakan penyelenggaraan 

perizinan dengan sistem online, melalui OSS, SIMBG, SLF dan SiCantikCLOUD. 

Sampai dengan tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Tanjungpinang, telah melaksanakan penyelenggaraan perizinan secara online sejumlah 55 jenis izin, 

yaitu 41 melalui aplikasi OSS (oss.go.id), 2 melalui SIMBG (simbg.pu.go.id), dan 12 melalui 

SICANTIK CLOUD (sicantikui.layanan.go.id). dengan demikian Indikator jumlah Perizinan dan 

Non Perizinan yang terlayani melalui sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, 

dengan target 89 jenis perizinan belum terpenuhi, baru 61,79% yang terpenuhi. Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik, indikator Persentase Pelaku Usaha/ Masyarakat Tertib Perizinan target 

yang ditetapkan adalah 1000 pelaku usaha/ masyarakat. Pengawasan dan pengendalian perizinan ini 

bertujuan untuk peningkatan ketaatan pelaku usaha/ masyarakat dalam kepemilikan izin dan 

ketaatan dalam memenuhi apa yang di persyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Capaian dari 

target persentase pelaku usaha/ masyarakat tertib perizinan adalah 99.2%  dari target, yaitu 83%. 

Dari 19904 yang dilakukan pengawasan, yang taat ada 1889 dan tidak taat adalah 15 pelaku usaha/ 

masyarakat. 

Di dalam pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan penting untuk 

meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga 

regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan 

upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak 

mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya 

pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya. Kapasitas yang terkait 

dengan manusia dan juga sistem yang ada disekitarnya, kapasitas dapat diartikan pula sebagai 

kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. Secara umum tujuan 

pengembangan kaapsitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat 

dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi 

tersebut.  Selain itu dengan adanya pengembangan kapasitas organisasi diharapkan dapat 

mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, meningkatkan produktivitas kinerja, 

meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, meningkatkan komitmen karyawan. sebagai salah 

satu organisasi sektor publik yang berupaya memberikan dampak langsung terhadap masyarakat 

lewat kinerjanya, maka penting bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Tanjungpinang untuk melakukan pengembangan kapasitas,dengan harapan dalam 

menjalankan tugasnya cukup berdaulat sebagai pemangku kebijakan dibidang perizinan serta 

dengan pengembangan kapasitas organisasi yang baik dapat menunjukkan baik buruknya 

penanganan permasalahan yang dihadapi. 

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik didapatkan informasi dihadapkan beberapa kendala pada Kantor Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagai berikut : prilaku kebiasaan 

masyarakat yang biasanya manual dan ketika berpindah menjadi online, masyarakat kebanyakan 

mengalami kendala yang tidak terbiasa dengan sistem online, sehingga bermasalah pada sumber 

daya mereka sendiri dimana masyarakat sendiri tidak bisa mengoperasikan komputer. Terjadi 

perubahan aturan dari pemerintah dimana sistem online yang lama dan sistem online yang baru 
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berbeda sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian,di dalam pelayanan Kantor Dpmptsp Kota 

Tanjungpinang sudah standart operating procedure (SOP), Mengenai SOP ada beberapa hal yang 

menjadi kendala seperti halnya didalam perizinan ketidaklengkapan persyaratan sehingga menjadi 

hambatan Karena perlengkapan pemohon yang dikembalikan untuk dilengkapi dan bisa memulai 

setelah pemohon mengupload persyaratan kembali 

Tetapi Dalam Perkembangannya tidak dibarengi dengan  sumberdaya manusia yang memadai 

dalam artian masih kurang sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan, pada bagian ini dikemukakan 

permasalahan-permasalahan pelayanan peralihan offline menjadi online berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah pada sistem OSS sebagai berikut: 

Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terutama untuk 

penyampaian LKPM, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang perizinan 

berusaha melalui sistem OSS, penyusunan data perusahaan menjadi sulit karena harus memilih 

secara manual. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah serta belum adanya 

sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga membingungkan pelaku usaha dalam menyampaikan 

LKPM,dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan bidangnya dan masih perlu 

ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menghadapi permasalahan tersebut, maka 

diperlukan pengembangan kapasitas organisasi untuk pemerintah daerah. Sesuai yang dikemukakan 

oleh Morgan (dalam milen 2006), yang merumuskan tentang kapasitas organisasi sebagai 

kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber 

daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi jaringan kerja/sektor, dan 

sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.  

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada perlu kajian 

mendalam tentang pengembangan kapasitas organisasi khususnya di DPMPTSP Kota 

Tanjungpinang, olehnya penulis mengambil judul “Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam 

Pelayanan Berbasis Digital Pada Kantor DPMPTSP Kota Tanjungpinang”.  

 

II.  Metode Penelitian 

 

 Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif relevan 

sebagai dasar metode dalam penelitian ini, karena fenomena yang terjadi tidak memungkinkan 

diukur secara tepat (kuantifikasi), sehingga guna mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan 

eksplorasi kepada informan. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk membantu 

menjawab identifikasi masalah penelitian yaitu bagaimana pengembangan kapasitas organisasi 

dalam pelayanan berbasis digital pada kantor DPMPTSP Kota Tanjungpinang. melalui metode 

kualitatif penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam karena berperan sebagai instrument 

kunci penelitian dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Sehingga akan memudahkan 

penulis dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Objek dalam penelitian 

ini adalah pengembangan kapasitas dan peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor DPMPTSP 

Kota Tanjungpinang, adapun data penelitian dan hasil penelitian yang didapat penulis diperoleh 

melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Dan dalam 

menentukan informan dilakukan dengan teknik purposive, karena dengan menggunakan teknik 

purposive diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penlitian yang akan 

di lakukan.   

 

III. Hasil dan Pembahasan 
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Awal ditetapkan sebagai badan pelayanan perizinan terpadu, yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 kemudian berubah menjadi badan pelayanan perizinan terpadu 

dan penanaman modal Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah No. 53 Tahun 

2009. Pada tahun 2014, instansi tersebut kembali berubah nama menjadi bagan pelayanan perizinan 

terpadu Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan  Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang perubahan 

kedua atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata laksana lembaga teknis 

Daerah Kota Tanjungpinang. Kemudian pada tahun 2016, badan pelayanan perizinan terpadu 

berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan 

Daerah No. 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota 

Tanjungpinang.  

Dengan perubahan nama perangkat daerah maka diikuti dengan penambahan jenis pelayanan 

perizinan yang semula 17 jenis menjadi 32 jenis perizinan sesuai dengan peraturan Walikota No. 7 

Tahun 2017 tentang pendelegasian sebagai kewenangan dibidang pelayanan perizinan kepada Dinas 

Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota Tanjungpinang. 

Untuk memberi kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan penambaqhan 

jumlah perizinan dari 32 jenis menjadi 89 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Walikota TTanjungpinang No. 26 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian wewenang perizinan 

dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Tanjungpinang pada tahun 2019 jenis perizinan bertambah dari 89 menjadi 124 jenis perizinan dan 

non perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Perwako Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). Berikut ini disajikan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Tanjungpinnag selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Kantor DPMPTSP Kota 

Tanjungpinang 
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 Sumber:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang 

 

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Tanjungpinang yaitu meningkatnya tuntutan pelayanan publik secara prima baik dari 

kalangan dunia usaha, perdagangan dan perusahaan jasa-jasa dan masyarakat pada umumnya dalam 

pelayanan perizinan dan non perizinan. Adanya kesenjangan pembangunan dan perkembangan 

sarana dan prasarana dasar antar wilayah sehingga menghambat investasi daerah. 

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) 

dan memberika peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan 

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu 

Kota tanjungpinang merupakan salah satu kawasan FTZ di Provinsi Kepulauan Riau, Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan pembentukan utma PDRB Kepulauan Riau, Kota 

Tanjungpinang telah memiliki RTRW dan RTDR, jumlah dan nilai persetujuan PMDN mengalami 

kenaikan, Jumlah dan nilai realisasi PMA mengalami kenaikan, kebijakan peningkatan pelayanan 

perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanman modal 

dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis 

teknologi informatika (TI), Tingginya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam mewujudkan 

pelayanan prima, Kota Tanjungpinang merupakan upah minimum yang paling rendah dibanding 

dengan kabupaten/kota se Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang memiliki magnet daya tarik utama 

dari sektor perdagangan dan jasa, dan meningkatknya pengembangan ekonomi kreatif di Kota 

Tanjungpinang.  

Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis Pengembangan Kapasitas 

Capacity Building Riyadi, 2006:16): 

1. Dimensi pengembangan kapasitas individu  

pada level Individu/sumber daya manusia ditelaah dari beberapa fokus yang terdiri dari 

Pengetahuan, Keterampilan, Pengelompokkan Kerja, Motivasi  yang menunjukkan kualitas dan 

kompetensi aparatur yang masih perlu ditingkatkan, antara  kecakapan dan skill individu aparat 

belum sepenuhnya relevan dengan jabatan yang diemban kepadanya. Skill dan individu yang belum 

sepenuhnya relevan dengan jabatan yang pada level individu/sumber daya manusia tingkat 

pendidikan apartur, Tingkat keterampilan individu/aparatur dapat diukur melalui tingkat 

keikutsertaan aparatur dalam diklat baik diklat fungsional maupun dilklat teknis. Pelaksanaan diklat 

seperti apa yang dikemukakan pada hasil penelitian telah dapat meningkatkan kinerja aparatur 

sesuai bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban yang telah diberikan, yang terbukti dengan 

adanya berbagai hasil yang telah dicapai seperti meningkatnya kinerja. Saluran informasi yang 

pegawai DPMPTSP dapatkan dalam memahami proses pelayanan melalui sistem OSS yang 
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diberikan pada saat ini sosialisasi dan bimbingan teknis selaku pegawai yang menangani sistem 

OSS ini, sosialisasi dan bimbingan teknis ini diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM). Saluran informasi ini lebih untuk mempermudah dan memahami pegawai DPMPTSP , 

dan diberikan modul-modul pembelajaran pelatihan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem 

OSS. Sedangkan untuk masyarakat atau pelaku usaha, mereka juga sudah memahami terkait proses 

pelayanan pengajuan perizinan usaha melalui pelayanan sistem OSS, saluran informasi yang meeka 

dapatkan melalui informasi yang mereka dapatkan melalui laman sistem pelayanan OSS itu sendiri. 

Namun pelaku usaha masih terdapat kendala pada kesulitan input pengajuan izin melalui sistem 

OSS yang menyebabkan proses pengajuan otomatis error, jika mereka tidak memahami maka bisa 

minta bantuan ke pelayanan DPMPTSP , nantinya pegawai akan mendampingi atau membantu 

proses pengajuan perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang bersangkutan.  

2.  Dimensi Pengembangan kapasitas Level Organisasi  

pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Ororganisasin Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, organisasi pada Kantor DPMPTSP Kota 

Tanjungpinang yaitu kesesuaian organisasi dengan peraturan yang berlaku dan kepentingan Publik 

dimana sinergitas SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dan kemampuan SKPD dalam memprogramkan sekaligus melaksanakan program 

inovasi yang sifatnya sangat spesifik. pengembangan kapasitas pada level organisasi struktur 

organisasi sudah sesuai dengan teori-teori organisasi dan aturan yang sudah baku, melihat struktur 

organisasi dan uraian tugasnya pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di tegaskan bahwa dalam penyususnan berdasarkan aturan dan visi misi DPMPTSP dan 

perumusan tujuan yang jelas terlebih dahulu, sehingga mengakibat terjadinya organisasi pada 

tupoksinya. Pada level ini memiliki beberapa fokus yaitu :  

a. Proses pengambilan keputusan  

hasil nyata dari adanya rasa tanggung jawab melaksanakan keputusan yang telah disepakatkan 

misalnya terlihat peran serta aparatur dalam menyukseskan program, seluruh pejabat 

structural dilingkungan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Tanjungpinang. Proses pengambilan keputusan terdiri dari penetapan 

tujuan dan sasaran, mengidentifikasi persoalan, mengembangkan/menentukan memilih 

alternatif, sedangkan tahapan pelaksanaan keputusan terdiri dari penerapan keputusan serta 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Berdasarkan pembahasan tentang 

pengambilan keputusan pada pengembangan kapasitas maka dapat dikatakan bahwa 

pengambilan keputusan mendukung pengembangan kapasitas pada level organisasi pada 

Kantor DPMPTSP Kota Tanjungpinang. 

b.   Prosedur dan Mekanisme Kerja  

prosedur dan mekanisme kerja pada Kantor DPMPTSP secara keseluruhan berada di kategori 

sangat tepat. Sangat tepat disini dapat diartikan bahwa prosedur dan mekanisme kerja yang 

sudah diterapkan sangat baik dengam memiliki prosedur dan mekanisme kerja aparatur dapat 

mengembangkan kepada masyarakatnya yang sejahtera maka dengan cara melalukan 

pengembangan, pada pengembangan level organisasi dan terkait prosedur dan mekanisme 

aparatur dapat mengembangkan diri sebagai organisasi penyelenggara pemerintah yang 

efektif dan efesien mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. 
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c.  sarana dan prasarana di DPMPTSP Kota Tanjungpinang sudah cukup tapi belum memadai, 

seperti dari segi gedung yang kecil, untuk saat ini mendukung pelaksanaan proses pelayanan 

dan bisa terjalankan dengan baik, dengan adanya computer dan internet sudah memberikan 

pelayanan kepada pelaku usaha. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam bekerja 

pada Kantor DPMPTSP yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah salah satu 

menjadi permasalahan penting dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan 

perkembangan ilmu teknologi yang canggih. Dalam penyelenggaraan pada kantor DPMPTSP 

sangat dibutuhkan untuk kualitas dan kepuasan yang akan diberikan kepada masyarakat. 

3. Dimensi Pengembangan Kapasitas Level Tingkat Sistem  

pengembangan kapasitas pada level sistem merupakan penguatan dan pengaturan program 

kerja pemerintah daerah terkait pengaturan tentang mekanisme perencanaaan program kerja 

pada kantor DPMPTSP Kota Tanjungpinang. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran kebijakan yang di ambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Tanjungpinang dalam rangka sistem pelaksanaan strategi yaitu meningkatkan pelayanan 

publik yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dimana strategi 

meningkatkan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan 

Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan 

kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan. Arah kebijakan 

tingkat sistem pada kantor DPMPTSP Kota Tanjungpinang peningkatan kualitas pelayanan 

perizinan investasi berbasis teknologi informasi, pengembangan kompetensi petugas pelayanan 

publik, optimalisasi penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pada unit pelayanan publik, dan menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan 

dan non perizinan. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh sebuah kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah Pengembangan 

Kapasitas Organisasi dalam Pelayanan Berbasis Digital Pada Kantor DPMPTSP Kota 

Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa yang menjadi  kendala 

untuk melaksanakan pengembangan kapasitas organisasi dalam organisasi berbasis digital yaitu 

seperti sumber daya manusianya yang masih terbatas dan kurang memadai sesuai pada bidang IT, 

Pengembangan Kapasitas organisasi yang memfokuskan pada perbaikan manajemen yang ada di 

dalam organisasi seperti didalamnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur 

dan mekanisme pekerjaan, dan pengaturan sarana .struktur organisasi merupakan perwujudan yang 

menunjukkan hubungan antar fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan 

tanggungjawab setiap anggota organisasi yang masing-masing menjalankan tugas. pengembangan 

kapasitas pada level sistem merupakan penguatan dan pengaturan program kerja pemerintah daerah 

terkait pengaturan tentang mekanisme perencanaaan program kerja pada kantor DPMPTSP Kota 

Tanjungpinang,Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang di ambil 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam rangka 

sistem pelaksanaan strategi yaitu meningkatkan pelayanan publik yang mempunyai sasaran 

meningkatnya kualitas pelayanan publik dimana strategi meningkatkan mutu pelayanan pada unit-

unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana 

dan prasarana layanan. 
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